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PENETAPAN

Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGKO

Memeriksa dan mengadili  perkara perdata agama pada tingkat  pertama telah

menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX, tempat dan tanggal lahir di Nilo Dingin, 24 Oktober 1995, agama Islam,

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat

kediaman  di  XXXX,  Provinsi  Jambi,  sebagai

Penggugat;

melawan

XXXX, tempat dan tanggal lahir di Jambi, 05 Juni 1992, agama Islam, pekerjaan

Sopir,  pendidikan  SLTA,  tempat  kediaman di  XXXX,

Provinsi Jambi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat; 

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal  05 Maret 2024

yang terdaftar  di  Kepaniteraan Pengadilan  Agama Bangko pada hari  itu  juga

dengan register perkara Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Bko, mengemukakan hal-hal

sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2017, Penggugat dan Tergugat

telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, Kabupaten Merangin,

Provinsi  Jambi  sebagaimana sesuai  dengan Kutipan Akta  Nikah Nomor  :

XXXX, tertanggal 19 Desember 2017;  

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di

rumah kediaman orang tua  Penggugat  di  XXXX,  Provinsi  Jambi  hanya 4
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(empat) bulan, setelah itu pindah tempat tinggal ke rumah Kakak Tergugat di

XXXX,  Provinsi  Jambi  sampai  tahun  2021  dan  kemudian  terkahir  pindah

tempat tinggal ke rumah orang tua Penggugat di  XXXX, Provinsi Jambi dan

setelah  menikah  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  melakukan  hubungan

layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;  

3. Bahwa  pada  bulan  Oktober  2021,  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat tidak rukun lagi diakibatkan perselisihan dan pertengkaran perihal

Penggugat  yang  pada  saat  itu  mengetahui  tentang  Tergugat  yang

berhubungan dekat dengan seorang wanita yang bernama XXXX yang mana

hal  ini  Penggugat  ketahui  setalah  membaca  pesan  teks  yang  masuk  ke

aplikasi WhatsApp milik Tergugat yang berisikan kata-kata mesra layaknya

orang  yang  sedang  berpacaran  dan  ketika  Penggugat  menanyakannya

kepada  Tergugat,  Tergugat  pun  mengakuinya  serta  meminta  maaf  dan

berjanji  tidak akan mengulanginya lagi bahkan Tergugat juga menekankan

jika Tergugat  sampai  mengulangi  perbutaan Tergugat  tersebut  maka jatuh

talak Tergugat kepada Penggugat;  

4. Bahwa  puncak  dari  perselisihan  dan  pertengkaran  terjadi  pada

bulan Juni 2023, dengan sebab pertengkaran yang sering terjadi seperti yang

tersebut di atas, sehingga Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar

perihal Penggugat yang pada saat itu kembali  mengetahui  Tergugat yang

masih berhubungan dekat dengan XXXX melaui pesan teks yang masuk ke

aplikasi WhatsApp milik Tergugat yang berisikan kata-kata mesra layaknya

orang  yang  sedang  berpacaran,  sehingga  Penggugat  menjadi  emosi

dikarenakan  Tergugat  yang  tidak  juga  berubah  padahal  Tergugat  sudah

beranji kepada Penggugat yang menyebabkan setelah pertengkaran tersebut

Tergugat  pergi  meninggalkan  rumah  kediaman  bersama  dan  pulang  ke

rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas;  

5. Bahwa  sejak  bulan  Juni  2023,  Penggugat  dengan  Tergugat  berpisah

tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir,  selama itu

pula  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  tidak  lagi  menjalankan  hak  dan

kewajiban  sebagai  suami  istri  yang  hingga  kini  sudah  berjalan  selama  9

(sembilan) bulan;  
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6. Bahwa  setelah  pisah  kedua  belah  pihak  keluarga  Penggugat

dengan Tergugat  sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat  dengan

Tergugat yang bertempat di rumah kediaman orang tua Penggugat di XXXX,

Provinsi Jambi, namun Penggugat menolak untuk kembali bersama dengan

Tergugat;  

7. Bahwa  atas  sikap  Tergugat  tersebut  Penggugat  merasa  sudah  tidak

sanggup lagi  hidup berumah tangga dengan Tergugat  dan berkesimpulan

perceraian adalah jalan yang terbaik;  

8. Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  di  atas,  telah  cukup  alasan  bagi

Penggugat  untuk  mengajukan  Gugatan  ini  sebagaimana  dimaksud  dalam

Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat

mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangko kiranya berkenan

menerima dan memeriksa perkara ini;  

9. Bahwa  Penggugat  sanggup  membayar  biaya  yang  timbul  dalam

perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Bangko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini

untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  shugra  Tergugat  (XXXX)  terhadap

Penggugat (XXXX);  

3. Menetapkan  Biaya  Perkara  ini  sesuai  dengan  peraturan  perundang-

undangan yang berlaku;  

Subsider

Dan  atau  apabila  Majelis  Hakim  berpendapat  lain,  mohon  untuk

menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat  dan

Tergugat hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Penggugat

dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat secara lisan menyatakan telah kembali

rukun  dalam membina  rumah  tangganya  dengan  Tergugat  selayaknya  suami
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isteri,  dan  selanjutnya  Penggugat  menyatakan  memohon  untuk  mencabut

gugatannya dan mohon penetapan;

Bahwa  karena  Penggugat  telah  mencabut  gugatannya,  maka  proses

pemeriksaan  perkara  ini  dinyatakan  telah  selesai  sehingga  tidak  perlu  lagi

dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara

persidangan  ini  dianggap  telah  termasuk  dan  merupakan  bagian  yang  tidak

terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada

pokoknya  Penggugat  mohon  diceraikan  dari  Tergugat  dengan  alasan  bahwa

rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  tidak  rukun  sejak  bulan

Oktober  2021  karena  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  disebabkan

Tergugat berhubungan dekat dengan seorang wanita yang bernama XXXX yang

akibatnya  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  berpisah  tempat  tinggal  sejak

bulan  Juni  2023  hingga  sekarang,  akan  tetapi  sebelum  Majelis  Hakim

mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat telah menyatakan

kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada

tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat

dan  kembali  rukun  selayaknya  suami  isteri  maka  Penggugat  menyatakan

mencabut gugatannya; 

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak

melanggar  hak  Tergugat  sebab  belum  terjadi  jawab  menjawab  sebagaimana

maksud Pasal 271-272 Rv.  jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841

K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal

itu dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, dan setelah ada jawaban dari

Tergugat  maka  pencabutan  perkara  hanya  dapat  dikabulkan  apabila  ada
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persetujuan  dari  Tergugat,  untuk  itu  maksud  Penggugat  untuk  mencabut

gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan dari

Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Biaya Perkara

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  pencabutan  perkara  ini  dilakukan

setelah  proses  persidangan  dilangsungkan  maka  biaya  yang  timbul  dalam

perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  tersebut  dalam  bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah

dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,  dan perubahan

kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  maka  Penggugat

dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan  yang

berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  Nomor

124/Pdt.G/2024/PA.Bko oleh Penggugat; 

2. Memerintahkan  Panitera  Pengadilan  Agama  Bangko  untuk  mencatat

pencabutan perkara tersebut dalam register perkara; 

3. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian  ditetapkan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama Bangko  pada  hari  Selasa  tanggal  19  Maret  2024  Masehi  bertepatan

dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Dr. Salman, S.H.I., M.A sebagai

Ketua Majelis,  Dra. Hj. Ermiwati B dan  Muhammad Aulia Ramdan Daenuri,

S.Sy,  masing-masing  sebagai  Hakim Anggota,  penetapan  tersebut  diucapkan

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta
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Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ahmad Khumaidi, S.H.I sebagai

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

dto.

Dr. Salman, S.H.I., M.A

Hakim Anggota, 

dto.

Dra. Hj. Ermiwati B

Hakim Anggota,

dto.

Muhammad Aulia Ramdan Daenuri, S.Sy

Panitera Pengganti,

dto.

Ahmad Khumaidi, S.H.I

Perincian biaya :
-  Pendaftaran : Rp 30.000,00
-  Proses : Rp 50.000,00
-  Panggilan : Rp 450.000,00
-  PNBP Panggilan Pertama : Rp 20.000,00
-  Redaksi : Rp 10.000,00
-  Meterai : Rp                10.000,00  
J u m l a h : Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
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